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ABSTRAK 

Nama : Ferdiansyah 

Jurusan : Ilmu Komunikasi 

Judul :  Praktik Komunikasi Internal Dalam Konteks Budaya Kerja 

Birokrasi: Studi Kualitatif Pada ASN Dibiro Umum Kantor 

Gubernur Provinsi Riau 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi internal dalam budaya 

kerja birokrasi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Biro Umum 

Kantor Gubernur Provinsi Riau. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada 

pentingnya komunikasi internal sebagai elemen strategis dalam membentuk 

budaya kerja birokrasi yang efektif dan profesional, khususnya dalam mendukung 

pelaksanaan reformasi birokrasi dan internalisasi nilai-nilai dasar ASN 

BerAKHLAK. Komunikasi internal yang belum berjalan optimal berpotensi 

menimbulkan permasalahan seperti kurangnya koordinasi kerja, rendahnya 

disiplin, serta ketidaksepahaman antara pimpinan dan pegawai yang berdampak 

pada kinerja ASN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 

mendalam dengan pimpinan dan ASN di lingkungan Biro Umum Kantor 

Gubernur Provinsi Riau, observasi terhadap aktivitas kerja, serta dokumentasi. 

Informan penelitian dipilih secara purposive, sedangkan analisis data dilakukan 

melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa praktik komunikasi internal di Biro Umum Kantor 

Gubernur Provinsi Riau berlangsung melalui tiga bentuk yaitu komunikasi ke 

bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. Komunikasi ke bawah 

dilakukan melalui penyampaian arahan, instruksi kerja, serta penjelasan kebijakan 

oleh pimpinan kepada bawahan, baik melalui rapat kerja maupun komunikasi 

langsung dalam pelaksanaan tugas. Komunikasi ke atas berlangsung ketika ASN 

menyampaikan laporan pekerjaan, masukan, serta kendala yang dihadapi kepada 

pimpinan. Sementara itu, komunikasi horizontal terjadi antarpegawai dalam 

bentuk koordinasi dan pertukaran informasi untuk mendukung penyelesaian tugas 

dan kegiatan kerja. Praktik komunikasi tersebut berlangsung secara formal 

maupun informal dalam aktivitas kerja sehari-hari di lingkungan birokrasi. 

Kata Kunci: Komunikasi Internal, Budaya Kerja Birokrasi, Kinerja ASN 
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ABSTRACT 

Name : Ferdiansyah 

Major : Communication Studies 

Title : Internal Communication Practices in the Context of Bureaucratic 

Work Culture: A Qualitative Study of Civil Servants in the General 

Bureau of the Riau Province Governor's Office 

This study aims to describe internal communication within the bureaucratic work 

culture and its influence on the performance of the State Civil Apparatus (ASN) at 

the General Bureau of the Riau Provincial Governor’s Office. The background of 

this research is based on the importance of internal communication as a strategic 

element in shaping an effective and professional bureaucratic work culture, 

particularly in supporting bureaucratic reform and the internalization of the ASN 

core values of BerAKHLAK. Internal communication that has not been optimally 

implemented may lead to problems such as lack of work coordination, low 

discipline, and misunderstandings between leaders and employees, which can 

ultimately affect ASN performance. This research employs a qualitative approach 

using a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with 

leaders and ASN at the General Bureau of the Riau Provincial Governor’s Office, 

observation of work activities, and documentation. Informants were selected using 

purposive sampling, while data analysis was conducted through data reduction, 

data presentation, and conclusion drawing. The results show that the practice of 

internal communication in the General Bureau of the Riau Provincial Governor’s 

Office occurs through three forms of organizational communication: downward 

communication, upward communication, and horizontal communication. 

Downward communication takes place when leaders deliver directions, work 

instructions, and policy explanations to subordinates through meetings or direct 

communication during work activities. Upward communication occurs when ASN 

report work progress, convey suggestions, and communicate work-related 

challenges to their superiors. Meanwhile, horizontal communication occurs 

among employees at the same level through coordination and information 

exchange to support the completion of tasks and office activities. These 

communication practices take place both formally and informally in daily work 

interactions within the bureaucratic environment. 

Keywords:  Internal Communication, Bureaucratic Work Culture, ASN 

Performance 
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 لملخصا

 فرديانسياه :الاسم
 الاتصال علم :التخصص

 في المدنية الخدمة موظفي على نوعية دراسة :البيروقراطية العمل ثقافة سياق في الداخلي الاتصال ممارسات :العنوان
 ري مقاطعة حاكم بديوان العام المكتب

 المدنية الخدمة موظفي أداء في وأثره البيروقراطية العمل ثقافة إطار في الداخلي الاتصال وصف إلى الدراسة ىذه تهدف
(ASN بوصفو الداخلي الاتصال أىمية من الدراسة ىذه خلفية وتنطلق .رياو مقاطعة حاكم بديوان العام المكتب في 

 وترسيخ ةالبيروقراطي إصلاحات تنفيذ دعم في سيما ولا ومهنية، فعّالة بيروقراطية عمل ثقافة تشكيل في استراتيجيًا عنصرًا
 ظهور إلى يؤدي قد أمثل نحوٍ  على الداخلي الاتصال سير عدم إن . «برأخلاق» المدنية الخدمة لموظفي الأساسية القيم

 ينعكس مما والموظفين، القيادات بين الفهم وسوء الانضباط، مستوى وانخفاض العمل، في التنسيق ضعف مثل مشكلات،
 .المدنية الخدمة موظفي أداء على سلبًا

 القيادات مع معمقة مقابلات خلال من البيانات جمع وتم .الوصفية الطريقة باستخدام النوعي المنهج الدراسة ىذه اعتمدت
 وتحليل العمل، لأنشطة المباشرة الملاحظة إلى إضافةًٍ رياو، مقاطعة حاكم بديوان العام المكتب في المدنية الخدمة وموظفي

 وعرضها، البيانات، تقليص مراحل عبر البيانات تحليل جرى بينما ، قصدية بطريقة المبحوثين اختيار تم وقد .الوثائق
 .النتائج واستخلاص

 الهابط، الاتصال خلال من يتم رياو مقاطعة حاكم بديوان العام المكتب في الداخلي الاتصال أن الدراسة نتائج وأظهرت
 يتيح بينما القيادة، من والسياسات التوجيهات نقل في الهابط الاتصال يسهم إذ .الأفقي والاتصال الصاعد، والاتصال
 بين والتعاون التنسيق في مهمًا دوراً الأفقي الاتصال يؤدي حين في والمقترحات، التقارير تقديم للموظفين الصاعد الاتصال

 أثر لو وكان «برأخلاق» قيم على القائمة البيروقراطية العمل ثقافة تعزيز في الداخلي الاتصال تطبيق أسهم وقد .الموظفين
 .تنفيذه في المعوقات بعض وجود رغم المدنية، الخدمة موظفي أداء تحسين في إيجابي

 المدنية الخدمة موظفي أداء البيروقراطية، العمل ثقافة الداخلي، الاتصال :المفتاحية الكلمات
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian  

Komunikasi merupakan elemen fundamental dalam pengelolaan 

organisasi, termasuk dalam birokrasi pemerintahan. Komunikasi penting 

bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai level jabatan, mulai dari 

pimpinan puncak hingga pegawai pelaksana untuk meningkatkan kinerja 

organisasi publik. Dalam sistem pemerintahan modern, komunikasi bukan 

hanya dianggap sebagai alat penyampaian informasi, tetapi sebagai 

strategi utama dalam manajemen organisasi. Di kalangan Aparatur Sipil 

Negara (ASN), peran komunikasi menjadi semakin pentingseiring 

meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang 

efektif, cepat, dan transparan. Komunikasi yang efektif antartingkatan 

ASN berkontribusi besar dalam menciptakan keselarasan organisasi dan 

meningkatkan kinerja birokrasi. 

Menurut Brown dalam (Kurniawati, 2024) bahwa budaya 

organisasi adalah seperangkat norma, keyakinan, prinsip, dan cara 

berperilaku yang bersama-sama memberikan karakteristik yang khas pada 

masing-masing organisasi. Setiap organisasi pemerintahan mempunyai 

budaya organisasi yang berbeda-beda yang mempengaruhi seluruh aspek 

organisasi dan perilaku anggotanya secara individu maupun kelompok. 

Budaya organisasi yang kuat membentuk identitas organisasi, atau jati diri 

organisasi. Identitas organisasi sangat diperlukan untuk menumbuhkan 

kebanggaan yang mengembangkan budaya kerja. Budaya kerja yang 

tertanam kuat dalam organisasi tidak hanya meningkatkan kinerja 

organisasi, namun juga menciptakan citra baik organisasi. Efektivitas dan 

citra organisasi ditingkatkan ketika sebuah organisasi menerapkan budaya 

organisasi yang kuat. Budaya kerja yang kuat ditandai dengan nilai-nilai 

inti organisasi yang dipegang teguh dan disepakati secara luas (Ramadhan 

& Kurniawati, 2024). 

Semakin banyak anggota organisasi menerima dan berkomitmen 

terhadap nilai-nilai inti, semakin kuat budayanya. Misi dan kinerja 

organisasi pemerintah yang berorientasi pada pelayanan harus diciptakan 

oleh budaya organisasi pemerintah yang kuat, karena budaya organisasi 

pemerintah yang kuat jelas mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

sikap dan perilaku anggota organisasi pemerintah, sehingga dapat 

memberikan hasil yang maksimal dalam usahanya. bekerja latihan dan 

layanan. Hasil nyata dari budaya organisasi nasional yang kuat 
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menunjukkan adanya konsensus yang tinggi di antara para anggotanya 

mengenai tujuan organisasi pemerintah. Komunikasi yang efektif sangat 

penting bagi sebuah organisasi baik pemerintah maupun swasta. Hal ini 

sejalan dengan pendapat ahli komunikasi organisasi yaitu Mumby, dimana 

ia mempertimbangkan bagaimana komunikasi membentuk identitas 

individu dan budaya organisasi secara keseluruhan. Komunikasi organisasi 

memainkan peran kunci dalam membangun identitas kolektif dan 

membentuk norma-norma yang mengatur perilaku anggota organisasi. 

Komunikasi dan budaya saling mempengaruhi satu dengan yang 

lain karena budaya dalam organisasi sendiri dibentuk melalui proses 

komunikasi di dalam organisasi itu sendiri. Jika bukan karena kemampuan 

komunikasi yang dimiliki maka pengetahuan, makna, simbol, nilai-nilai, 

aturan dan tata pelaksanaan peraturan yang dianut oleh organisasi tersebut 

tidak akan dapat dilakukan. Selain itu, unsur budaya dalam organisasi ini 

dapat diturunkan dari generasi ke generasi lainnya melalui komunikasi. 

Selain itu, komunikasi juga menjadi salah satu caraseseorang untuk 

menyadari dan beradaptasi dengan subkultur atau budaya asing yang 

ditemuinya. Oleh karena itu komunikasi merupakan penyampaian pesan 

yang bersifat jangka panjang dan berbentuk budaya dalam suatu 

organisasi, dan budaya komunikasi merupakan salah satu unsur 

keberhasilan organisasi. 

Seiring dengan perkembangan dan dinamika dalam organisasi 

publik, maka Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini 

diubah dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengembangan Budaya Kerja. Terbitnya Keputusan Menteri ini 

adalah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk 

mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah agar lebih baik 

lagi. Budaya kerja diartikan sebagai sikap dan perilaku individu dan 

kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan 

telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaan sehari-hari. Pada praktiknya budaya kerja merupakan suatu 

komitmen organisasi, dalam upaya membangun sumber daya manusia, 

proses kerja, dan hasil kerja yang lebih baik (Purwanto, 2020). 

Praktik Komunikasi internal dalam budaya kerja birokrasi 

memiliki peran penting. Komunikasi yang efektif, baik secara vertikal 

(top-down dan bottom-up) maupun horizontal, membantu dalam 

penyampaian arahan strategis, koordinasi antar unit, serta pengumpulan 



3 
 

 
 

informasi dan masukan untuk perbaikan. Budaya organisasi yang sehat 

juga turut mempengaruhi kepuasan kerja, dengan komunikasi internal 

yang baik sebagai salah satu faktor penting. 

Dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif, 

Pemerintah Provinsi Riau telah mengimplementasikan nilai-nilai dasar 

ASN BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, 

Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai pedoman perilaku 

aparatur negara. Nilai-nilai ini bertujuan untuk membentuk budaya kerja 

yang profesional dan berintegritas di lingkungan pemerintahan. 

Budaya organisasi memainkan peranan vital dalam membentuk 

karakter, perilaku, dan kinerja individu dalam suatu institusi, termasuk di 

lingkungan birokrasi pemerintahan. Dalam konteks Aparatur Sipil Negara 

(ASN), budaya organisasi tidak hanya menjadi seperangkat nilai simbolik, 

melainkan juga menjadi kerangka perilaku kolektif yang memandu 

pelaksanaan tugas secara profesional dan etis. Budaya ini mencakup 

norma, nilai, keyakinan, serta cara berpikir dan bertindak yang diwariskan 

dan dibentuk secara internal dalam organisasi publik. 

Transformasi birokrasi di Indonesia melalui agenda reformasi 

birokrasi menekankan pentingnya pembentukan budaya kerja yang 

adaptif, responsif, dan akuntabel. Untuk mendukung hal tersebut, 

pemerintah Indonesia melalui Kementerian PAN-RB menginisiasi 

penguatan budaya organisasi ASN dengan menetapkan nilai-nilai dasar 

yang dikenal dengan istilah BerAKHLAK, Berorientasi pelayanan, 

Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Konsep 

BerAKHLAK bertujuan sebagai landasan etika dan moral ASN dalam 

menjalankan perannya sebagai pelayan publik dan penggerak 

pembangunan nasional. 

Namun, internalisasi nilai-nilai tersebut bukan semata-mata proses 

administratif atau formal, melainkan memerlukan upaya strategis melalui 

komunikasi internal yang efektif dan budaya organisasi yang mendukung. 

Dalam kerangka ini, budaya organisasi menjadi medium utama untuk 

memastikan bahwa nilai BerAKHLAK tidak berhenti pada slogan atau 

formalitas administratif, tetapi benar-benar tertanam dalam pola pikir dan 

perilaku ASN di setiap jenjang birokrasi. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Robbins (dalam Hastuti, 2024), 

budaya organisasi yang kuat mampu menciptakan kesamaan persepsi dan 

komitmen bersama dalam menjalankan visi organisasi (Hastuti, 2024). 
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Dalam praktik birokrasi, budaya kerja yang terbentuk dari internalisasi 

nilai-nilai BerAKHLAK akan mencerminkan tingkat integritas, kualitas 

pelayanan, dan loyalitas ASN terhadap tujuan negara. Akan tetapi, 

berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam 

menumbuhkan budaya organisasi yang konsisten, seperti rendahnya 

kedisiplinan, ketimpangan komunikasi antarpimpinan dan staf, serta 

resistensi terhadap perubahan nilai dan sistem kerja. 

Oleh karena itu, studi mengenai budaya organisasi dan internalisasi 

nilai-nilai BerAKHLAK menjadi penting untuk mengukur sejauh mana 

birokrasi telah bertransformasi secara budaya, bukan hanya struktural. 

Penelitian ini berupaya menelaah bagaimana nilai-nilai budaya organisasi 

terinternalisasi dalam diri ASN, bagaimana komunikasi internal 

mendukung (atau justru menghambat) proses tersebut, serta bagaimana 

budaya organisasi yang dibentuk mampu mewujudkan ASN yang 

profesional, beretika, dan berorientasi pada pelayanan publik yang unggul. 

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam 

penerapan nilai-nilai tersebut, terutama terkait dengan komunikasi internal 

di lingkungan birokrasi. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain 

rendahnya disiplin kehadiran, kurangnya komunikasi antara pimpinan dan 

pegawai, serta kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-

masing. 

Komunikasi internal yang efektif sangat penting dalam 

membangun budaya kerja birokrasi ASN yang sehat. Komunikasi internal 

yang baik memungkinkan pertukaran ide, informasi, dan arahan antar 

ASN, sehingga memperkuat koordinasi, efisiensi, dan kinerja. Hal ini juga 

penting untuk membangun budaya kerja yang inklusif, terbuka, dan 

transparan, di mana semua ASN merasa dihargai dan memiliki suara. 

Di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Riau, peran komunikasi 

internal menjadi semakin penting mengingat struktur organisasi yang 

kompleks dan tuntutan pelayanan publik yang tinggi. Berdasarkan 

pemaparan latar belakang fenomena di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana “Praktik Komunikasi 

Internal Dalam Konteks Budaya Kerja Birokrasi: Studi Kualitatif Pada 

ASN Dibiro Umum Kantor Gubernur Provinsi Riau”. 
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B. Penegasan Istilah 

1. Komunikasi Internal 

 Komunikasi internal pada dasarnya adalah proses penyampaian 

informasi dan pesan yang terjadi di dalam organisasi  antara pimpinan, 

manajer, dan seluruh anggota organisasi dengan tujuan menjaga 

hubungan, membangun koordinasi, serta memastikan setiap orang 

memahami peran dan arah organisasi secara bersama. Komunikasi 

internal tidak hanya berupa informasi satu arah, tetapi juga interaksi 

atau pertukaran pesan yang memungkinkan feedback dan pemahaman 

bersama antar anggota organisasi. Hal ini ditegaskan dalam berbagai 

studi komunikasi organisasi yang menunjukkan bahwa komunikasi 

internal merupakan alat penting untuk menjaga arus informasi yang 

jelas dan koordinasi kerja yang efektif di dalam perusahaan atau 

institusi. 

 Selain sebagai alat pertukaran informasi, komunikasi internal juga 

berfungsi membangun budaya organisasi, meningkatkan motivasi dan 

keterlibatan karyawan (employee engagement), serta menciptakan 

hubungan kerja yang harmonis. Misalnya, penelitian di jurnal 

komunikasi pembangunan menunjukkan bahwa komunikasi internal 

berperan penting dalam membangun budaya organisasi yang kuat dan 

menciptakan iklim kerja yang kondusif. Komunikasi internal yang 

terbuka dan efektif akan membantu organisasi mencapai tujuan bersama 

karena setiap individu merasa didengar dan mendapatkan informasi 

yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya (Sitinjak et al., 2025). 

2. Budaya Kerja Birokrasi 

 Budaya kerja birokrasi merujuk pada sistem nilai, norma, 

kebiasaan, dan aturan yang mengatur cara aparatur dalam 

menjalankan tugas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan. 

Budaya ini menekankan pada kepatuhan terhadap regulasi, keteraturan 

proses administratif, dan pelaksanaan tugas berdasarkan prosedur 

yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelayanan pemerintahan, 

budaya kerja birokrasi membantu membentuk perilaku kerja aparatur 

sehingga layanan publik menjadi lebih terstruktur dan dapat 

dipertanggungjawabkan (Rivai, 2013). 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang di jelaskan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

bagaimana Praktik Komunikasi Internal dalam Konteks Budaya Kerja 
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Birokrasi: Studi Kualitatif pada ASN di Biro Umum Kantor Gubernur 

Provinsi Riau. 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik Komunikasi 

Internal dalam Konteks Budaya Kerja Birokrasi: Studi Kualitatif pada 

ASN di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Riau. 

E. Kegunaan Penelitian 

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

bagi peneliti maupun berbagai pihak yang terkait. Manfaat yang 

diharapkan adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan menjadi 

kontribusi pemikiran bagi kalangan akademisi yang melakukan 

penelitian terutama dalam komunikasi internal dalam budaya kerja 

birokrasi. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi semua pihak yang terkait, diantaranya: 

1. Penelitian ini memperkaya literatur akademik dalam bidang 

komunikasi organisasi dan administrasi publik, khususnya dalam 

konteks birokrasi pemerintahan daerah. Dengan pendekatan 

kualitatif, studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang 

bagaimana komunikasi internal dan budaya kerja memengaruhi 

kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). 

2. Dengan memahami bagaimana komunikasi internal dalam budaya 

kerja birokrasi, instansi pemerintah dapat merancang strategi 

komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas 

dan efisiensi kerja 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk 

merumuskan kebijakan reformasi birokrasi yang lebih efektif, 

dengan fokus pada peningkatan komunikasi internal dan penguatan 

budaya kerja di lingkungan pemerintahan 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Terdahulu  

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan 

dan acuan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.Selain itu, 

untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Berikut 

adalah beberapa contoh penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Azra, 2022) dengan judul “Memahami 

Alur Komunikasi Internal di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Jawa 

Tengah” Tujuan penelitian adalah guna mengetahui Alur Komunikasi 

Internal di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Jawa Tengah. 

Pada setiap komunikasi internal yang dilakukan oleh Biro 

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengandung 

sebuah alur komunikasi, sehingga penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menggunakan alur 

komunikasi vertikal, horinzontal, dan diagonal. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis terletak pada objek penelitiannya. pada penelitian ini, 

peneliti melakukan penelitian terkait komunikasi internal di Biro 

Organisasi Sekretariat Daerah Jawa Tengah. Sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan penulis terkait komunikasi internal dalam budaya 

kerja birokrasi kinerja ASN di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi 

Riau. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Gustiana, 2022) dengan judul 

“Efektivitas Komunikasi Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja 

Karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV Ajamu Kabupaten 

Labuhanbatu” Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

bagaimana efektivitas komunikasi organisasi dalam meningkatkan 

kinerja karyawan di PT. Perkebunan Nusantara IV Ajamu Kabupaten 

Labuhanbatu, dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan 

penghambat komunikasi organisasi melaksanakan tugasnya dalam 

meningkatkan kinerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV Ajamu 

Kabupaten Labuhanbatu 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan, efektivitas komunikasi 

organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan di PT. Perkebunan 

Nusantara IV Ajamu Kabupaten Labuhanbatu menggunakan 

komunikasi verbal, horizontal, vertikal. Adapun faktor pendukung 

komunikasi organisasi dalam melaksanakan tugasnya untuk 

meningkatkan kinerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV Ajamu 

Kabupaten Labuhanbatu adanya faktor budaya dan lingkungan yang 

mendukung semua pergerakan dan pekerjaan berjalan dengan baik. 

Sinergi atasan dengan bawahan serta seluruh elemen terjadi dengan 

baik. Faktor penghambat oleh adanya kendala yang dirasakan oleh 

karyawan terkait jaringan dan sistem kerja karyawan pada masa 

Covid-19 keseluruhan penunjang kinerja beralih pada sistem online. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis terletak pada objek penelitiannya. pada penelitian ini, 

peneliti melakukan penelitian terkait komunikasi organisasi dalam 

meningkatkan kinerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV Ajamu 

Kabupaten Labuhanbatu. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

penulis terkait komunikasi internal dalam budaya kerja birokrasi 

kinerja ASN di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Riau 

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Oktaresya, 2021) dengan judul 

“Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor 

Camat Rumbai Barat Kota Pekanbaru” Adapun tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui budaya organisasi pada kantor Camat 

Rumbai Barat Kota Pekanbaru,untuk mengetahui pengaruh budaya 

organisasi terhadap kinerja pegawai pada kantor camat Rumbai barat 

Kota Pekanbaru, dan untuk mengetahui kinerja pegawai pada kantor 

camat Rumbai Barat Kota Pekanbaru. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan 

budaya organisasi terhadap kinerja pegawai dengan nilai koefisien 

determinasi sebesar 22,2 %. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis terletak pada objek penelitiannya. pada penelitian ini, 

peneliti melakukan penelitian terkait budaya organisasi terhadap 

kinerja pegawai pada Kantor Camat Rumbai Barat Kota Pekanbaru. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis terkait komunikasi 

internal dalam budaya kerja birokrasi kinerja ASN di Biro Umum 

Kantor Gubernur Provinsi Riau. 

 



 

 
 

9 

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Hastuti, 2024) dengan judul “Budaya 

Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor 

Kecamatan Libureng Kabupaten Bone” Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana Budaya Birokrasi Dalam Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Libureg Kabupaten Bone. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum 

Budaya Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor 

Kecamatan Libureg Kabupaten Bone sudah efektif dalam proses 

penerapanya namun, masih terdapat beberapa kendala seperti 

keterlambatan aparat birokrasi masuk kantor sehingga pelayanan 

belum terasa optimal, aparatur birokrasi yang tidak berada ditempat 

saat dibutuhkan, dan masih terdapat diskriminasi pelayanan, sehingga 

ketepatan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan belum nyata 

diperlihatkan oleh aparat birokrasi setempat. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis terletak pada objek penelitiannya. pada penelitian ini, 

peneliti melakukan penelitian terkait budaya birokrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Libureng 

Kabupaten Bone. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis 

terkait komunikasi internal dalam budaya kerja birokrasi kinerja ASN 

di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Riau. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh (Mukarim, 2021) dengan judul 

“Pengaruh Komunikasi Internal Terhadap Kinerja Karyawan PT Jba 

Indonesia Pekanbaru” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

tentang komunikasi internal dan kinerja karyawan dan untuk 

mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan PT JBA 

Indonesia Pekanbaru. 

Disimpulkan bahwa secara keseluruhan karyawan ditemukan 

sebagian responden menyatakan dalam kategori setuju dengan 

komunikasi internal dan kinerja karyawan PT JBA Indonesia 

Pekanbaru. Tingkat pengaruh variabel X terhadap Y dalam kategori 

kuat dan terdapat hubungan linier yang positif antara varibel 

komunikasi dan variabel kinerja pada perusahaan tersebut. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis terletak pada objek penelitiannya. pada penelitian ini, 

peneliti melakukan penelitian terkait pengaruh komunikasi internal 

terhadap kinerja karyawan PT Jba Indonesia Pekanbaru. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan penulis terkait komunikasi internal 
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dalam budaya kerja birokrasi kinerja ASN di Biro Umum Kantor 

Gubernur Provinsi Riau. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, 2023) dengan judul 

"Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Kecamatan 

Manggala Kota Makassar" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Kecamatan 

Manggala Kota Makassar dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi 

Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Kecamatan Manggala Kota 

Makassar. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas kinerja aparatur 

sipil negara dalam meningkatkan Kinerja kepada masyarakat di 

Kecamatan Manggala yang mana aspek kualitas kerja Aparatur Sipil 

Negara sudah cukup efektif dari segi kualitas pembuatan laporan sudah 

cukup baik walaupun belum seluruhnya mencapai target kualitas kerja 

yang diberikan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis terletak pada objek penelitiannya. pada penelitian ini, 

peneliti melakukan penelitian Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada 

Kantor Kecamatan Manggala Kota Makassar. Sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan penulis terkait komunikasi internal dalam budaya 

kerja birokrasi kinerja ASN di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi 

Riau. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh (Fidiyanti, 2019) dengan judul 

"Pengaruh Budaya Organisasi, Komunikasi Internal Dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 

Kabupaten Lampung Tengah" Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

pengaruh budaya organisasi, komunikasi internal dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Lampung Tengah. 

Hasil pengujian pada penelitian ini didapatkan pengaruh 

signifikasi dari uji t sebesar 0,891atau dapat diartikan bahwa 89,1% 

besarnya kinerja pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh variabel bebas yang 

terdiri dari budaya organisasi, komunikasi internal dan lingkungan 

kerja, sedangkan sisanya 10,9 % dipengaruhi oleh variabel bebas 

lainya yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis terletak pada objek penelitiannya. pada penelitian ini, 

peneliti melakukan penelitian Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan penulis terkait komunikasi internal dalam budaya kerja 

birokrasi kinerja ASN di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Riau. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh (Wilda, 2024) dengan judul "Analisis 

Reformasi Birokrasi Melalui Penerapan E-Kinerja Di Badan 

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bkpsdm) 

Kabupaten Kampar" Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis 

mengenai reformasi birokrasi melalui penerapan E-Kinerja sebagai 

salah satu sistem penilaian kinerja berbasis elektronik di BKPSDM 

Kabupaten Kampar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian 

antara indikator reformasi birokrasi sebagaimana yang diatur dalam 

Permenpan RB No. 11 Tahun 2011. Penerapan E-Kinerja di BKPSDM 

Kabupaten Kampar merupakan salah satu realisasi dari digitalisasi 

sistem pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi pada 

instansi pemerintahan.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis terletak pada objek penelitiannya. pada penelitian ini, 

peneliti melakukan penelitian E-Kinerja sebagai salah satu sistem 

penilaian kinerja berbasis elektronik di BKPSDM. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan penulis terkait komunikasi internal 

dalam budaya kerja birokrasi kinerja ASN di Biro Umum Kantor 

Gubernur Provinsi Riau 

9. Penelitian yang dilakukan oleh (Buluamang, 2017) dengan judul 

“Transparansi Komunikasi Dalam Birokrasi Pemerintahan” Tujuan 

Penelitian ini untuk mengeksplorasi penerapan transparansi 

komunikasi di lingkungan birokrasi pemerintahan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi komunikasi 

dalam lingkungan birokrasi pemerintahan masih mengalami tantangan 

pada aspek kinerja, anggaran dan kebijakan komunikasi publik. 

Melalui hasil penelitian diketahui bahwa transparansi komunikasi 

mengenai kinerja dan anggaran tidak ditunjukkan dalam tahap 

perencanaan dan evaluasi program kegiatan. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini membahas 

transparansi komunikasi dalam birokrasi pemerintahan, terutama 

terkait keterbukaan informasi kinerja dan anggaran, sedangkan 

penelitian yang peneliti akan lakukan lebih menekankan pada praktik 

komunikasi internal dalam budaya kerja birokrasi serta bagaimana 

komunikasi tersebut berlangsung melalui komunikasi ke bawah, ke 

atas, dan horizontal dalam mendukung kinerja ASN di Biro Umum 

Kantor Gubernur Provinsi Riau. 

 

10. Penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad & Rosmita, 2025) dengan 

judul “Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komunikasi Internal 

Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Imigrasi Unit Layanan Paspor 

Wilayah I Pondok Pinang” Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh budaya organisasi dan komunikasi internal terhadap kinerja 

pegawai. 

Hasil peelitian menunjukkan  bahwa bahwa budaya organisasi 

dan komunikasi internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai, baik secara parsial maupun simultan. Budaya organisasi dan 

komunikasi internal terbukti mampu meningkatkan kinerja pegawai 

apabila diterapkan dengan baik dalam organisasi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis terletak pada pendekatan dan fokus penelitian. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh 

budaya organisasi dan komunikasi internal terhadap kinerja pegawai, 

sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan 

pendekatan kualitatif yang menekankan pada praktik komunikasi 

internal dalam budaya kerja birokrasi ASN. 

 

B. Landasan Teori 

1. Komunikasi Internal 

a. Pengertian Komunikasi Internal  

Komunikasi internal merupakan proses pertukaran 

informasi melalui interaksi antara satu pihak dengan pihak yang 

lain. Menurut Thoha (2010) “Komunikasi internal merupakan 

suatu proses dalam penyampaian dan penerimaan berita ataupun 

informasi dari seseorang ke orang lainnya”. Informasi akan dapat 
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diterima jika disampaikan secara baik dan santun, sehingga dapat 

diterima dan dipahami oleh si penerima, sehingga informasi yang 

diperoleh baik berupa perintah, usulan atau laporan dapat 

dilakasanakan dengan baik (Thoha, 2010).  

Menurut (Daft & Marcic, 2013) “Komunikasi internal juga 

dapat diartikan sebagai bentuk proses dimana informasi ditukar dan 

dapat dimengerti oleh dua orang atau lebih, dan juga biasanya 

dengan maksud untuk memberikan motivasi atau dapat 

mempengaruhi prilaku karyawan didalam suatu organisasi”. 

Dengan informasi yang disampaikan, dapat berpengaruh terhadap 

kinerja maupun sikap seseorang dalam perusahaan, karena pemberi 

informasi bisa memberi motivasi melalui komunikasi internal yang 

dilakukan.  

Menurut Arni (2011) “Komunikasi internal adalah 

Komunikasi yang dikirimkan kepada anggota organisasi atau 

perusahaan”. Dari pendapat ini berarti komunikasi internal hanya 

melibatkan pihak-pihak yang berada dalam perusahaan. Dalam 

internal perusahaan setiap pihak harus memiliki partisipasi 

mengenai bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, proses ini dapat ditunjang dengan adanya komunikasi 

internal, hal inilah yang menjadi dasar bahwa komunikasi internal 

hanya melibatkan anggota perusahaan. 

Seiring dengan pendapat sebelumnya, Menurut Yulianita 

(2017), “komunikasi internal merupakan komunikasi yang terjalin 

diantara orang-orang yang berada di dalam suatu perusahaan”. 

Dengan kata lain, bahwa komunikasi internal penerima pesan 

merupakan orang dalam organisasi. Effendy (2011), 

mengemukakan beberapa indikator suatu komunikasi dapat diukur. 

Diantaranya yaitu:  

1) Komunikasi dari sesama karyawan  

2) Komunikasi dengan karyawan lainnya  

3) Komunikasi antar sesama pimpinan  

4) Kominikasi dari pimpinan ke bawahan  

5) Komunikasi sesama karyawan 

b. Bentuk-bentuk Dimensi Komunikasi Internal 

Bentuk-bentuk komunikasi menurut Bangun (2012) ialah:  

1) Komunikasi ke bawah  

Komunikasi ke bawah (downward communication) 

adalah proses penyampaian suatu informasi yang dialirkan dari 
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atasan kepada bawahan sesuai dengan alur dalam suatu 

organisasi. Dilakukannya komunikasi ini bertujuan agar para 

pimpinan lebih mudah dalam melakukan pengambilan 

keputusan, adapun informasi yang disampaikan oleh pimpinan 

yaitu berupa:  

a) Arahan dalam pelaksanaan tugas pengarahan yang 

diberikan oleh atasan kepada bawahan biasanya diberikan 

pada saat rolling pekerjaan staf, untuk menciptakan 

standarisasi pekerjaan yang sama kepada semua staff. 

b) Instruksi pekerjaan  

c) Informasi kebijakan 

d) Prosedur pekerjaan  

Komunikasi ke bawah bisa dilakukan dalam bentuk 

pidato, rapat, ataupun telepon, serta berita selentingan 

(grapevine) Sedangkan komunikasi tertulis dilakukan melalui 

bentuk surat, pamflet, memorandum, papan pengumuman, 

buletin dan juga lain sebagainya (Bangun, 2012). 

2) Komunikasi ke atas 

Komunikasi bagian atas dalam suatu organisasi dapat 

didefenisikan sebagai informasi data yang mengarah dari 

tingkatan lebih rendah (bawahan) ke tingkatan yang lebih besar 

atau tinggi (penyelia). Komunikasi ke atas dianggap penting 

karena ada beberapa alasan (Bangun, 2012). Mayoritas dari 

analisis pada penelitian di dalam komunikasi ke atas 

mengemukakan bahwa penyelia dan manajer itu wajib 

menerima informasi dari para bawahan mereka yang:  

a) Menyampaikan informasi hal apa saja yang dilakukan 

bawahan pekerjaan mereka, prestasi, kemajuan, dan juga 

rencana-rencana untuk waktu yang akan datang di dalam 

pekerjaan mereka.  

b) Menjelaskan persoalan kerja yang belum bisa dipecahkan 

bawahan dan mungkin memerlukan berbagai macam 

bantuan.  

c) Memberikan saran ataupun gagasan dalam memperbaiki 

dalam unit-unit mereka atau di dalam organisasi sebagai 

suatu keseluruhan.  



 

 
 

15 

d) Mengungkapkan bagaimana pemikiran dan perasaan dari 

bawahan tentang pekerjaan mereka, rekan kerja mereka dan 

juga organisasi. 

Suatu organisasi yang melakukan bentuk sistem 

kepemimpinan demokrasi, yakni para bawahan memberikan 

masukan dan saran kepada atasannya dalam mengambil suatu 

keputusan, para bawahan pada masing-masing Departemen 

memberikan masukan dan saran kepada atasannya melalui 

garis komando. Komunikasi ke atas juga memiliki fungsi 

ataupun nilai tersendiri. fungsi dari komunikasi ke atas adalah: 

a) Rajin dalam menyampaikan suatu laporan setelah 

melakukan suatu pekerjaan, dan mengadukan kesulitan 

dalam melaksanakan pekerjaan kepada atas. misalnya dapat 

mengetahui kapan bawahan siap untuk diberi informasi 

yang berharga dari mereka dan Bagaimana baiknya Mereka 

menerima apa yang disampaikan karyawan. misalnya 

memberikan saran yang relevan, serta terbuka k dalam hal 

menyampaikan pendapat kepada atasan mengenai hal yang 

berhubungan dengan pekerjaan, sisanya menjadi supervisor 

dapat menentukan apakah bawahan menangkap arti seperti 

yang ia maksudkan dari arus data informasi ke bawah. 

b) Komunikasi ke atas juga dapat, membuat keputusan 

menjadi kuat dalam apresiasi dan loyalitas karyawan 

terhadap organisasi dengan jalan memberikan kesempatan 

dalam menanyakan suatu pertanyaan, mengajukan ide dan 

saran mengenai jalannya organisasi. 

c) Memberikan alasan mengenai pekerjaan yang sedang 

berlangsung, membantu karyawan mengatasi masalah di 

dalam pekerjaan mereka pada tugas-tugas dan organisasi, 

membolehkan bahkan mendorong desas-desus muncul dan 

memberikan supervisor mengetahuinya. 

3) Komunikasi horizontal 

Komunikasi horizontal merupakan komunikasi diantara 

seorang ataupun sekelompok pada suatu tingkat dalam kategori 

yang sama di suatu organisasi. dalam suatu organisasi (Bangun, 

2012), komunikasi horizontal sering dilakukan untuk 

membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Beberapa 

penelitian mengungkapkan bahwasannya komunikasi 
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horizontal dapat memunculkan paling sedikit karena enam 

alasan yaitu sebagai:  

a) Mengkoordinasikan dalam penugasan kerja.  

b) Membagi informasi tentang rencana dan kegiatan.  

c) Memecahkan suatu masalah  

d) Alat dalam memperoleh pemahaman bersama.  

e) Alat yang mendamaikan, dan dapat menengahi perbedaan.  

f) Penumbuh dukungan antar personal. 

Suatu hambatan dengan ketiadaan kepercayaan diantara 

rekan kerja, perhatian yang tinggi yang pada mobilitas keatas, 

dan persaingan dalam sumber daya dapat mengganggu 

komunikasi karyawan yang sama tingkatnya dalam organisasi 

dengan sesamanya (Faules, 2010). Dalam menciptakan 

komunikasi yang efektif, diperlukan beberapa hal Purwanto 

(2013), yaitu:  

1) Persepsi  

Persepsi ialah pandangan mengenai interaksi 

komonikasi pada suatu individu ataupun kelompok. Ada 

beberapa hal mengenai persepsi, yaitu:  

a) Ketepatan 

Dalam penyampaian informasi, seorang indicidu 

harus dapat menyampaikan kreangka berfikir nya 

dengan informasi yang menampakkan eksperi akan 

lebih tepat sasaran. 

b) Kredibilitas  

Pada hal ini, komunikator memerlukan suatu 

polafikir dengan keyakinan bahwa para audiens tersebut 

adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Sebaliknya, 

komunikator juga harus memmiliki suatu keyakinan 

dari inti pesan dan maksud yang ingin disampaikan. 

2) Pengendalian  

Reaksi interaksi pada individu dalam rasa senang, 

hangat, kemarehan. Sebaliknya reaksi audiens tergantung 

pada berhasil atau tidaknya komunikator dalam 
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mengendalikan audiensnya pada saat melakukan 

komunikasi tersebut.  

3) Keharmonisan  

Komunikator yang baik pasti dapat juga dapat 

menjaga hubungan persahabatan secara baik dan benar 

dengan audiens sehingga suatu komunikasi dapat berjalan 

dengan lancar dan mencapai tujuannya. 

c. Faktor-faktor Dimensi Komunikasi  

Pengalaman suatu emosi individu memberi kesan pada sel- 

sel otak dan juga ingatan, lalu memberi bentuk corak-corak yang 

dapat mempengaruhi perilakuindividu tersebut.  

a. Keahlian berkomunikasi. menurut Stephen dalam (Mukarim, 

2021). Mengemukakan bahwa komunikasi merupakan 

keterampilan paling penting dalam hidup seseorang. seperti 

halnya bernafas, komunikasi merupakan suatu yang otomatis 

terjadi, sehingga seseorang tidak tertantang untuk belajar 

berkomunikasi secara efektif dan santun. 

b. Saluran atau media komunikasi. Yusrawati (2016) mengatakan 

bahwa pemilihan saluran dan media sangat penting dilakukan 

dalam perencanaan pesan bisnis yang berpusat pada 

penerima.komunikai efektif dan tidak efektif dapat dibedakan 

melalui pilihan atas saluran dan media komunikasi. Pilihan dari 

saluran dan juga media komunikasi tergantung dari sifat pesan, 

waktu, formalitas dan harapan si penerima (Andini & 

Yusrawati, 2016). 

Saluran dan juga media suatu komunikasi tertulis. Bisa 

dengan bentuk Pesan pesan yang ditulis di dalam bisnis dibuat 

menjadi berbagai bentuk, misalnya surat, memo, proposal, dan juga 

laporan. Pilihan kata dalam suatu pesan tertulis dilakukan dengan 

sangat hati-hati dengan mempertahankan nada sopan dan juga 

bersahabat. Pesan-pesan tertulis dapat tulis tangan atau dengan 

bantuanmedia elektronik. Media elektronik yang biasanya 

dipergunakan adalah mesin faksmile, telegram dan email. 

d. Fungsi Komunikasi  

Fungsi komunikasi menurut Sendjaja (2014) ialah sebagai 

berikut: 
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a. Fungsi informatif. Ialah pandangan mengenai organisasi selaku 

sesuatu sistem dalam pemrosesan suatu informasi. Maksudnya, 

dibagian organisasi mengharapkan agar mendapatkan suatu 

informasi yang banyak dan tepat waktu. Sesuatu data dapat 

membolehkan masing- masing anggota organisasi buat bisa 

melakukan pekerjaannya dengan lebih pas. Karyawan pada 

tatanan manajemen membutuhkan sesuatu data supaya bisa 

membuat sesuatu kebijakan organisasi ataupun pula bermanfaat 

buat menanggulangi konflik yang terjalin di dalam sesuatu 

organisasi. sebaliknya karyawan (bawahan) memerlukan data 

buat melakukan pekerjaan, Disamping itu pula data mengenai 

jaminan keamanan, jaminan sosial serta kesehatan izin cuti, dan 

lainnya (Sendjaja, 2014). 

b. Fungsi regulatif. Memiliki keterkaitan hubungan dengan 

seluruh aturan yang berlaku di sesuatu organisasi. Ada 2 perihal 

yang mempengaruhi terhadap fungsi dari regulatif, yaitu:  

1) Berkaitan dengan orang- orang yang terletak dalam Tataan 

manajemen ialah mereka yang mempunyai kewenangan 

buat mengatur seluruh Data yang di informasikan pula 

berikan perintah ataupun instruksi biar perintah-perintahnya 

dilaksanakan selaku mestinya. 

2) Berkaitan dengan pesan. Sesuatu pesan regulatif dasarnya 

merupakan berorientasi pada kerja, yang berarti jika 

seseorang bawahan memerlukan kepastian dari ketentuan 

yang menimpa dari pekerjaan dan sesuatu yang 

diperbolehkan serta pula tidak boleh dijalankan.  

3) Berkaitan dengan pesan. Suatu pesan regulatif dasarnya 

adalah berorientasi pada kerja, yang berarti bahwa seorang 

bawahan membutuhkan kepastian dari aturan yang 

mengenai pekerjaan dari apa yang diperbolehkan dan juga 

tidak boleh untuk dijalankan. 

c. Fungsi persuasif. Di dalam cara mengatur ataupun 

mengendalikan suatu organisasi, kekuasaan dari suatu 

kewenangan tidak juga, hendaknya senantiasa memberikan 

hasil yang cocok dengan yang diharapkan, dengan terdapatnya 

sesuatu realitas ini, hingga banyak pemimpin yang lebih suka 

untuk mempersuasi bawahannya ketimbang memberi perintah. 

karena pekerjaan yang dicoba secara sukarela pada karyawan 

hendaknya dapat menciptakan kepedulian yang besar jika 
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dibandingkan dengan pemimpin dengan metode menujukkan 

kekuasaan serta kewenangnya (Sendjaja, 2014). 

d. Fungsi integratif. Guna integratif. masing-masing organisasi 

berupaya dalam sediakan saluran buat membolehkan karyawan 

bisa melaksanakan tugas serta pekerjaan dengan baik. Terdapat 

2 saluran komunikasi yang bisa Mewujudkan perihal tersebut, 

yaitu: 

1) Saluran komunikasi resmi serupa dengan Penerbitan spesial 

pada sesuatu organisasi tersebut (buletin, newsletter) Serta 

laporan pada kemajuan suatu organisasi.  

2) Saluran komunikasi informal semacam halnya pembicaraan 

antar orang sejauh dari masa rehat kerja, pertandingan dari 

berolahraga ataupun kegiatan aktivitas darmawisata. 

Penerapan kegiatan ini bisa meningkatkan kemauan buat 

berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan 

terhadap organisasi 

2. Budaya Kerja 

a. Pengertian Budaya Kerja 

Sumber daya manusia merupakan aset penting bagi 

perusahaan, perusahaan yang memiliki budaya kerja yang baik 

menjadi keunggulan bagi perusahaan. Budaya kerja menjadi 

penting bagi perusahaan karena budaya kerja menjadi ciri khas 

yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. 

Budaya kerja adalah sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan 

keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan 

mampu melaksanakan tanggung jawab dengan semakin baik, 

sesuai dengan standar (Mangkunegara, 2017). 

Idealnya, budaya kerja harus dirancang untuk mewujudkan 

tujuantujuan organisasi, yang pada waktu bersamaan juga 

mewujudkan tujuantujuan para pekerja secara perorangan. Budaya 

kerja sering dianggap sebagai aktivitas yang paling umum dan para 

pimpinan mendukung adanya budaya kerja karena melalui budaya 

kerja, para pekerja akan menjadi lebih trampil dan karenanya akan 

lebih produktif sekalipun manfaat-manfaat tersebut harus 

diperhitungkan dengan waktu yang tersita ketika pekerja sedang 

dilatih. 

Menurut Dessler (2015), bahwa “budaya kerja merupakan 

proses mengajar ketrampilan yang dibutuhkan karyawan untuk 
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melakukan pekerjaannya”. Selanjutnya pengertian budaya kerja 

secara sederhana didefinisikan oleh Wahjono (2015), sebagai 

“proses pembelajaran yang dirancang untuk mengubah 

kemampuan karyawan orang dalam melakukan pekerjaannya”. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas bahwa budaya kerja 

merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber 

daya manusia dalam organisasi karyawan, baik yang baru ataupun 

yang sudah bekerja perlu mengikuti budaya kerja karena adanya 

tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan 

lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya. 

b. Tujuan Budaya Kerja 

Tujuan diadakannya budaya kerja dan pengembangan yang 

diselenggarakan perusahaan terhadap pegawai dikarenakan 

perusahaan menginginkan adanya perubahan dalam prestasi kerja 

pegawai sehingga dapat sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi 

sebelum melakukan budaya kerja dan pengembangan akan 

dijelaskan terlebih dahulu tujuan perusahaan tersebut. Menurut 

(Nawawi, 2015), tujuan dilakukan program budaya kerja dan 

pengembangan adalah untuk kepentingan pegawai dan perusahaan. 

a. Kepentingan Pegawai  

1) Memberikan keterampilan dan pengetahuan yang 

dibutuhkan pegawai.  

2) Meningkatkan moral pegawai. Dengan keterampilan dan 

keahlian yang sesuai dengan pekerjaannya mereka akan 

antusias untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.  

3) Memperbaiki kemampuan karyawan. Program budaya kerja 

dan pengembangan dapat meminimalkan ketidakpuasan 

pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.  

4) Membantu pegawai dalam menghadapi perubahan-

perubahan, baik perubahan struktur organisasi, teknologi 

maupun sumber daya manusianya.  

5) Peningkatan karier pegawai. Peluang ini menjadi besar 

karena keterampilan dan keahlian mendukung untuk 

bekerja lebih baik.  

6) Meningkatkan jumlah balas jasa yang dapat diterima 

pegawai.  
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b. Kepentingan Perusahaan  

1) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan sumber daya 

manusia.  

2) Dengan budaya kerja dan pengembangan diharapkan 

pegawai dapat bekerja lebih efektif dan efisien.  

3) Mengurangi tingkat kerusakan dan kecelakaan.  

4) Memperkuat komitmen pegawai. 

Perusahaan yang gagal menyediakan budaya kerja dan 

pengembangan akan kehilangan pegawai yang berorientasi 

pencapaian yang merasa frustasi karena merasa tidak ada 

kesempatan untuk promosi dan akhirnya memilih keluar untuk 

mencari perusahaan lain yang menyediakan budaya kerja dan 

pengembangan untuk kemajuan karier mereka. Dengan tujuan 

dilaksanakannya budaya kerja dan pengembangan ini 

menggambarkan bahwa peranan program ini sangat penting bagi 

perkembangan pegawai dan perusahaan itu sendiri. 

c. Manfaat dan Pentingnya Budaya kerja 

Budaya kerja bagi karyawan merupakan sebuah proses 

mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar 

karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung 

jawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar. Biasanya 

budaya kerja merujuk pada pengembangan keterampilan bekerja 

yang dapat digunakan dengan segera. Sedangkan pengembangan 

sering dikategorikan secara eksplisit dalam pengembangan 

manajemen, organisasi, dan pengembangan individu karyawan. 

Pengembangan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan perusahaan 

jangka panjang. Menurut (Sastradipoera, 2016), manfaat program 

budaya kerja bagi suatu perusahaan/organisasi sangat penting 

untuk: 

a. Pegawai Baru  

Pegawai baru tersebut belum mempunyai kemampuan 

sesuai dengan persyaratan yang dilakukan, oleh karena itu 

diperlukan budaya kerja dengan tujuan agar dapat memberikan 

kemampuan pada pegawai tersebut.  

b. Perubahan Teknologi  

Perubahan teknologi akan mengubah suasana kerja 

dalam organisasi. Artinya akan ada suatu pekerjaan yang 
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mengharuskan penguasaan teknologi baru. Hal ini akan 

mempengaruhi susunan pegawai suatu organisasi/perusahaan 

disebabkan tidak adanya pegawai yang menguasai teknologi 

baru tersebut, dengan demikian diperlukan budaya kerja. 

c. Mutasi  

Pendidikan dan budaya kerja diperlukan jika ada mutasi 

dalam artian dipindahtugaskan dari satu pekerjaan ke pekerjaan 

lainnya (bukan hanya pindah tempat untuk menduduki jabatan 

baru, melainkan belum cukup bekal untuk menduduki jabatan 

baru tersebut). Mutasi penting dilakukan karena mutasi akan 

menghilangkan kejenuhan atau kebosanan bagi pegawai. 

Dengan adanya mutasi, maka pegawai akan memiliki banyak 

kemampuan dan keahlian sekaligus memberikan suasana baru 

bagi kerja pegawai.  

d. Promosi  

Dalam rangka promosi diperlukan pendidikan dan 

budaya kerja tambahan, karena biasanya kemampuan seseorang 

yang akan dipromosi untuk menduduki posisi jabatan tertentu 

masih belum cukup. Dengan adanya promosi, maka pegawai 

berlomba-lomba untuk berbuat yang terbaik agar memperoleh 

promosi dari pimpinan. Agar organisasi berkembang maka 

organisasi/perusahaan harus melakukan promosi. 

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Budaya kerja 

Menurut (Sirait, 2016) ada beberapa alasan penting untuk 

mengadakan budaya kerja, yaitu:  

a. Pengenalan awal 

Karyawan yang baru direkrut sering kali belum 

memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. 

b. Perubahan-perubahan lingkungan kerja dan tenaga kerja 

Perubah-perubahan disini meliputi perubahan-

perubahan dalam teknologi proses seperti munculnya teknologi 

baru atau munculnya metode kerja baru. Perubahan dalam 

tenaga kerja seperti semakin beragamnya tenaga kerja yang 

memilikia latar belakang keahlian, nilai, sikap yang berbeda 
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yang memerlukan budaya kerja untuk menyamakan sikap dan 

perilaku mereka terhadap pekerjaan.  

c. Meningkatkan daya saing perusahaan dan memper baiki 

produktivitas 

Saat ini daya saing perusahaan tidak bisa lagi hanya 

dengan mengandalkan aset berupa modal yang dimiliki, tetapi 

juga harus sumber daya manusia yang menjadi elemen paling 

penting untuk meningkatkan daya saing sebab sumber daya 

manusia merupakan aspek penentu utama daya saing yang 

langgeng.  

d. Menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada 

Misalnya standar pelaksanaan pekerjaan yang 

dikeluarkan oleh asosiasi industry dan pemerintah, untuk 

menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan 

kerja. 

e. Langkah-Langkah Penyelenggaraan Budaya kerja 

Menurut (Sofyandi, 2008) langkah-langkah yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan budaya kerja dan 

pengembangan itu harus menggambarkan jumlah dan mutu 

komponen pendidikan dan keterjaminan hubungan antar komponen 

tersebut. Untuk itu perlu dilakukan urutan langkah sebagai berikut:  

a. Menganalisis kebutuhan  

Perencana budaya kerja dan pengembangan sumber 

daya manusia harus menghimpun informasi untuk dianalisis 

sehingga kebutuhan pendidikan tersebut dapat ditetapkan 

dengan definitif. Metode penentuan kebutuhan tersebut dapat 

dilakukan melalui:  

1) Analisis jabatan, menggambarkan tugas-tugas yang 

dilaksanakan.  

2) Analisis prestasi karyawan, dengan membandingkan 

pengalaman para karyawan yang sudah berpengalaman.  

b. Menetapkan tujuan pendidikan  

Perumusan tujuan yang tepat diperlukan untuk 

pengawasan program budaya kerja dan pengembangan, 

khususnya pengevaluasian.  
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c. Mempersiapkan rencana pendidikan  

Kegiatan mempersiapkan rencana budaya kerja dan 

pengembangan sumber daya manusia merupakan kegiatan 

untuk menyesuaikan program pendidikan dengan tujuan yang 

sekaligus dapat melukiskan biaya dan manfaat dari program 

budaya kerja dan pengembangan tersebut.  

d. Melaksanakan rencana pendidikan  

Kegiatan untuk melaksanakan rencana budaya kerja dan 

pengembangan sumber daya manusia meliputi kegiatan untuk 

mengisi jabatan, pengarahan, pengkoordinasian, pemberian 

motivasi, dan pengkomunikasian bagi segenap orang yang 

terlibat dalam program tersebut.  

e. Mengawasi proses pendidikan  

Kegiatan pengawasan proses budaya kerja dan 

pengembangan sumber daya manusia berturut-turut dilakukan 

dengan mengembangkan standar, mengukur status pelaksanaan, 

mengevaluasi hasil-hasil, dan mengkoreksi hasil-hasil budaya 

kerja dan pengembangan jika terjadi penyimpangan yang 

signifikan. 

f. Metode Budaya Kerja 

Menurut (Simanjuntak, 2015) ada berbagai metode yang 

dapat digunakan untuk budaya kerja dan pengembangan dan pada 

dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu on 

the job training dan off the job training.  

a. On the job training (Latihan sambil bekerja) 

On the job training meliputi semua upaya melatih 

karyawan untuk mempelajari suatu pekerjaan sambil 

mengerjakannya di tempat kerja yang sesungguhnya. On the 

job training, meliputi beberapa program yaitu:  

1) Program magang, menggabungkan budaya kerja dan 

pengembangan pada pekerjaan dengan instruksi yang 

didapatkan dari ruang kelas.  

2) Rotasi pekerjaan, karyawan berpindah dari satu jenis 

pekerjaan ke jenis pekerjaan lain dalam jangka waktu yang 

direncanakan.  
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3) Coaching, yaitu teknik pengembangan yang dilakukan 

dengan praktik langsung dengan orang yang sudah 

berpengalaman atau atasan yang dilatih.  

b. Off the job training (Latihan di luar jam bekerja) 

Budaya kerja dan pengembangan dilaksanakan pada 

lokasi terpisah dengan tempat kerja. Ada beberapa jenis metode 

budaya kerja Off the job training, yaitu:  

1) Budaya kerja Instruksi  

Pekerjaan pendaftaran masing-masing tugas dasar 

jabatan, bersama dengan titik-titik kunci untuk memberikan 

budaya kerja langkah demi langkah kepada karyawan.  

2) Pembelajaran terprogram  

Suatu program sistematik untuk mengajarkan 

keterampilan mencakup penyajian pertanyaan atau fakta, 

memungkinkan orang itu untuk memberikan tanggapan dan 

memberikan peserta belajar umpan balik segera tentang 

kecermatan jawabannya.  

3) Simulasi  

Merupakan budaya kerja yang dilakukan dalam 

suatu ruangan khusus terpisah dari tempat kerja biasa dan 

disediakan peralatan yang sama seperti yag akan digunakan 

pada pekerjaan sebenarnya. 

4) Studi Kasus  

Dalam metode ini disajikan kepada petatar masalah-

masalah perusahaan secara tertulis kemudian petatar 

menganalisis kasus tersebut secara pribadi, mendiagnosis 

masalah dan menyampaikan penemuan dan pemecahannya 

di dalam sebuah diskusi.  

5) Seminar  

Metode seminar ini bertujuan mengembangkan 

keahlian kecakapan peserta untuk menilai dan memberikan 

saran-saran yang konstruktif mengenai pendapat orang lain. 
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g. Dimensi-Dimensi Program Budaya kerja 

Menurut (Sofyandi, 2008) dimensi program budaya kerja 

yang efektif yang diberikan perusahaan kepada pegawainya dapat 

diukur melalui:  

a. Isi budaya kerja, yaitu apakah isi program budaya kerja relevan 

dan sejalan dengan kebutuhan budaya kerja, dan apakah 

budaya kerja itu up to date.  

b. Metode budaya kerja, apakah metode budaya kerja yang 

diberikan sesuai untuk subjek itu dan apakah metode budaya 

kerja tersebut sesuai dengan gaya belajar peserta budaya kerja.  

c. Sikap dan keterampilan instruktur, yaitu apakah instruktur 

mempunyai sikap dan keterampilan penyampaian yang 

mendorong orang untuk belajar.  

d. Lama waktu budaya kerja, yaitu berapa lama waktu pemberian 

materi pokok yang harus dipelajari dan seberapa cepat tempo 

penyampaian materi tersebut.  

e. Fasilitas budaya kerja, yaitu apakah tempat penyelenggaraan 

budaya kerja dapat dikendalikan oleh instruktur, apakah relevan 

dengan jenis budaya kerja, dan apakah makanannya 

memuaskan. 

3. Birokrasi 

a. Definisi Birokrasi 

Secara epistimologis birokrasi berasal dari kata “bureau” 

yang berarti meja atau kantor dan kata “kratia” (cratein) yang 

berarti pemerintah. Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk 

menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur atau 

diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan 

administrasi. Sebagaimana yang ada di dalam masyarakat modern 

sekarang dimana begitu banyak urusan yang terus menerus dan 

cenderung tetap, hanya organisasi birokrasi yang mampu 

menjawabnya. Beberapa sebutan atau istilah birokrasi sendiri 

diterjemahkan sebagai pemerintah yang anggota-anggotanya 

disebut aparat birokrasi atau birokrat. 

Menurut Sedarmayanti dalam (Hasbullah, 2017) birokrasi 

merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan 

pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Birokrasi adalah struktur organisasi digambarkan dengan hierarki 

yang pejabatnya di angkat atau di tunjuk, garis tanggung jawab dan 
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kewenangannya diatur oleh peraturan yang diketahui (termasuk 

sebelumnya), dan justifikasi setiap keputusan membutuhkan 

referensi untuk mengetahui kebijakan yang pengesahannya 

ditentukan oleh pemberi mandat di luar struktur organisasi itu 

sendiri. Lebih rinci lagi birokrasi dijabarkan sebagai organisasi 

yang memiliki jenjang, setiap jenjang diduduki oleh pejabat yang 

ditunjuk/diangkat, disertai aturan tentanng kewenangan dan 

tanggung jawabnya, dan setiap kebijakan yang dibuat harus 

diketahui oleh pemberi mandat. Istilah birokrasi pertama kali 

dikemukakan oleh Martin Albrow untuk memberikan atribut 

terhadap istilah yang dipergunakan oleh seorang phsyiocrat 

Perancis Vincent de Gourney yang untuk pertama kalinya memakai 

istilah birokrasi dalam menguraikan sistem Pemerintahan Prusia di 

tahun 1745. 

Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang 

dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, 

dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-

aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas 

administrasi berskala besar. Pengertian birokrasi juga dapat dilihat 

dengan jenis atau karakteristik dari birokrasi itu sendiri, namun 

para pakar ilmu sosial masing-masing memiliki definisi yang 

berbeda-beda. Birokrasi menurut Max Weber dalam (Pratama et 

al., 2022) merupakan suatu organisasi besar yang memiliki otoritas 

legal rasional, legitimasi, ada pembagian kerja dan bersifat 

imperasional. 

b. Konsep Dasar Birokrasi 

Konsep dasar birokrasi tidak bisa lepas dari konsep yang 

digagas Max Weber sosiolog ternama asal Jerman dalam karyanya 

”The Theory of Economy and Social Organization” yang dikenal 

melalui ideal-type (tipe ideal) birokrasi modern. Model ini yang 

sering di adopsi dalam berbagai rujukan birokrasi berbagai negara, 

termasuk di Indonesia. Konsepsi birokrasi yang dikemukakan Max 

Weber tersebut dilihat dari legitimasi kekuasaan yang ada, yang 

kemudian dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu (Sari, 2019):  

a. Rational-legal authority (Otoritas Legal Rasional) yaitu 

otoritas dimana legitimasi yang didasarkan pada keyakinan 

akan alat hukum yang diciptakan secara rasional dan juga pada 

kewenangan seseorang yang melaksanakan tata hukum sesuai 

prosedur. Weber yakin bahwa otoritas ini dapat diandalkan 
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karena ini merupakan bentuk otoritas yang paling memuaskan 

dari segi teknis.  

b. Traditonal authotiy (Otoritas Tradisional) yaitu otoritas dimana 

sebuah legitimasi yang bertumpu pada kepercayaan dan rasa 

hormat pada tradisi dan masing-masing pengemban tradisi. 

Menurut weber otoritas ini merupakan sarana ketidaksetaraan 

yang diciptakan dan dipelihara karena jika tidak ada yang 

menentang otoritas ini maka pemimpin atau kelompok 

pemimpin akan tetap dominan.  

c. Charismatic type (Otoritas Kharismatik) yaitu otoritas dimana 

legitimasi dilandaskan kepada charisma yang dimiliki oleh 

seorang pemimpin sehingga ia dihormati dan dikagumi oleh 

pengikutnya (Sari, 2019). 

c. Pengertian Budaya Birokrasi 

Budaya birokrasi digambarkan sebagai sebuah sistem atau 

seperangkat nilai yang dapat diaktualisasikan dalam sikap, tingkah 

laku, dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap anggota dari sebuah 

organisasi. Budaya birokrasi merupakan persepsi umum yang 

dimiliki oleh seluruh anggota organisasi, sehingga setiap anggota 

akan mempunyai nilai, keyakinan dan perilaku sesuai dengan 

organisasi. Budaya organisasi merupakan bagian dari kehidupan 

organisasi yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan efektivitas 

(Ananda et al., 2020).  

Budaya birokrasi berkembang disuatu daerah tertentu tidak 

dapat dilepaskan dari pola budaya lingkungan sosial yang 

melingkupinya Agus Dwiyanto dalam (Ananda et al., 2020) 

mengemukakan bahwa : “Budaya birokrasi dapat digambarkan 

sebagai sebuah sistem atau seperangkat nilai yang memiliki 

simbol, orientasi nilai, keyakinan, pengetahuan dan pengalaman 

kehidupan yang terinternalisasi ke dalam pikiran. Seperangkat nilai 

tersebut diaktualisasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan 

yang dilakukan oleh setiap anggota dari sebuah organisasi yang 

dinamakan birokrasi. Setiap aspek dalam kehidupan organisasi 

birokrasi selalu bersinggungan dengan aspek budaya masyarakat 

setempat”. 

Menurut (P.S et al., 2023) Budaya birokrasi itu suatu 

budaya yang mengatur dirinya dengan cara-cara hirarkis, 

impersonal, rasional, yurisdiktif, legalistik dan meritokrasi. Budaya 

semacam ini menekankan bahwa susunan hirarkis itu merupakan 

konsekwensi logis jika birokrasi itu menginginkan kerja yang 
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rasional. Sifat impersonal menekankan bahwa cara kerja birokrasi 

tidak didasarkan atas hubungan pribadi maupun hubungan politik. 

Sikap yurisdiktif legalistik menekankan bahwa budaya yang dianut 

birokrasi itu budaya kerja yang selalu dilandasi oleh ketentuan-

ketentuan hukum dan bukan ketentuan politik. Sedangkan 

meritokrasi mengharuskan cara-cara rekruitmen dan kenaikan 

jabatan dalam birokrasi didasarkan pada kualifikasi keahlian teknis 

bukannya didasarkan atas cara atau budaya konco atau patronage 

system. Budaya birokrasi tersebut merupakan type ideal yang 

kadangkala bisa diwujudkan dan kadangkala malahan sebaliknya. 

Budaya organisasi adalah suatu pola dari berbagai asumsi 

dasar yang ditemukan, diciptakan atau dikembangkan oleh suatu 

kelompok dengan tujuan agar organisasi belajar mengatasi dan 

mengatasi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat adaptasi 

eksternal. integrasi internal yang berjalan cukup baik oleh para 

anggota organisasi (Hastuti, 2024). 

d. Fungsi Budaya Organisasi (Birokrasi) 

Fungsi budaya organisasi (Birokrasi) secara umum 

berfungsi sebagai sarana untuk mempersatukan kegiatan para 

anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Gordon 

budaya organisasi berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna 

dan kendali yang memandu dan membentuk sikap perilaku para 

karyawan (Hastuti, 2024). Fungsi budaya organisasi menurut 

robbins adalah :  

a. Menentukan peran yang membedakan organisasi yang satu 

dengan yang lain.  

b. Menentukan tujuan bersama yang lebih besar dari kesenangan 

individu  

c. Menjaga stabilitas sosial organisasi  

d. Membuat identitas bagi anggota organisasi  

e. Pembuat pengertian dan mekanisme kontrol yang memberikan 

pedoman pada sikap dan tingkah laku. 

Budaya organisasi yang kuat akan berfungsi sebagai system 

aturan-aturan informal yang mengungkapkan bagaimana orang 

berprilaku dalam sebagian besar waktu mereka, dan 

memungkinkan orang merasa lebih baik tentang apa yang mereka 

kerjakan sehingga mereka akan bekerja lebih keras. Berbagai 

fungsi budaya organisasi yang disebutkan diatas dapat disimpulkan 

bahwa budaya organisasi berfungsi sebagi perekat social dalam 



 

 
 

30 

mempersatukan segenap anggota organisasi dalam mencapai tujuan 

organisasi dan juga berfungsi sebagai kontrol atas perilaku 

karyawan atau anggota organisasi. budaya organisasi (birokrasi) 

yang kuat akan membantu memberikan kepastian bagi seluruh 

anggota organisasi untuk berkembang bersama organisasi dalam 

mencapai tujuan organisasi 

e. Indikator-indikator Budaya Birokrasi 

Untuk dapat menggeneralisasikan variabel budaya ini maka 

akan diuraikan indikator-indikator yang dapat mengukur variabel 

budaya (Hastuti, 2024) yakni:  

a. Faktor internal pegawai  

Sikap mentalitas pegawai yang dapat menurunkan 

kemampuan aparat untuk berbuat optimal di lingkungan kerja 

antara lain dapat di lihat melalui beberapa sikap yaitu adalah :  

1) Sikap mental yang berorientasi membelanjakan daripada 

menghasilkan. Para birokrat menganggap bahwa anggaran 

dan fasilitas mereka adalah milik negara sehingga mereka 

tidak perlu bersusah payah untukmengelola secara baik 

apalagi memberi nilai tambah pada aset-aset itu. Mereka 

bahkan cenderung ceroboh dalam mengelola aset-aset 

tersebut.  

2) Sikap minta dilayani, bukan melayani. Sedikit banyak di 

Indonesia hal ini merupakan warisan paham masa lampau 

baik masa kerajaan yang menempatkan birokrat sebagai 

priyayi, maupun masa penjajahan yang menempatkan 

birokrat sebagai ambtenaar yang memiliki hak-hak dan 

status khusus.  

3) Motivasi birokrat pada umumnya keliru (tidak memahami 

dan tidak sesuai dengan fitrah dasar tugas institusi 

birokrasi). Mereka mendaftar menjadi pegawai bukan untuk 

melayani dan mengabdi, melainkan mencari status dan gaji, 

sehingga tentu saja tatkala mereka bekerja, orientasi mereka 

tidak sesuai dengan tugas dan fungsi utama birokrasi. 

Kesemua sikap mental itu menimbulkan dampak negatif 

berupa ketidakprofesionalan aparatur birokrasi dalam 

bekerja, sehingga mereka tidak mampu (capable) dalam 

menjalankan tugas secara baik (Hastuti, 2024). 
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b. Faktor eksternal pegawai 

Faktor eksternal pegawai dapat dilihat dari sikap mental 

masyarakat yaitu watak, tabiat, pola berpikir masyarakat yang 

selalu memiliki korelasi dengan lingkungan eksternal, yang 

pada hakekatnya merupakan suatu interaksi yang terjalin 

dengan lingkungan, baik yang menyangkut aspek politik, 

budaya, sosial, maupun ekonomi dalam mengemban tugas 

birokrasi secara baik. Namun di antara sikap tersebut di atas 

masih (keprihatinan dan harapan), Yusrialis terdapat sikap atau 

pola pikir masyarakat yang menghambat pembangunan yang 

antara lain: 

1) Sikap apatis (non partisipatif dan permisif), yakni tidak 

peduli dan tidak mau tahu terhadap apapun yang terjadi di 

sekelilingnya, termasuk apa yang terjadi pada birokrasi.  

2) Mentalitas menerabas (hedonistik dan pragmatis) tidak mau 

repot dan cenderung cari enak saja, sehingga ikut 

menyuburkan pungli dan kolusi.  

3) Rasa ketergantungan masyarakat yang berlebihan terhadap 

birokrasi, sehingga mau menerima saja berbagai perlakuan 

yang menyimpang (Hastuti, 2024). 

C. Kerangka Pemikiran 

Melalui kerangka penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana 

bagaimana komunikasi internal dalam budaya kerja birokrasi terhadap 

kinerja ASN di biro umum Kantor Gubernur Provinsi Riau 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 Kerangka Pemikiran 

Komunikasi dan Budaya Kerja 

Birokrasi ASN Biro Umum 

Kantor Gubernur Provinsi Riau 

Komunikasi Kebawah Komunikasi Keatas Komunikasi Horizontal 

Komunikasi Internal  

Terwujudnya Budaya Kerja Birokrasi ASN yang 

Efektif Melalui Praktik Komunikasi Internal 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat 

diperoleh menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari 

kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

digunakan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dengan 

menciptakan gambaran menyeluruh yang disajikan berupa kata-kata, 

pandangan yang diperoleh dari informan melalui proses wawancara. 

Menurut Creswell, pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian 

dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki 

suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Murdiyanto, 2020). 

Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk kegiatan penelitian 

tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional suatu 

organisasi, aktivitas sosial dan ekonomi. Penelitian Kualitatif bersifat 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang mendeskripsikan 

suatu obyek, fenomena atau setting sosial yang dituangkan dalam tulisan 

berupa naratif (Setiawan, 2018). 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian nantinya akan dilaksanakan di Biro Umum 

Kantor Gubernur Provinsi Riau Jl. Jend. Sudirman No.460, Jadirejo, Kec. 

Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121.  Adapun profil objek penelitian 

saya terdiri dari penjelasan berikut ini: 

1. Sejarah dan Profil Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Riau 

Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Riau merupakan salah satu unit 

kerja yang berada di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan 

berperan sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan daerah. Keberadaan Biro Umum memiliki 

fungsi strategis karena secara langsung berkaitan dengan pelayanan 

dan fasilitasi kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau. 

 Pembentukan Biro Umum dilatarbelakangi oleh kebutuhan 

organisasi pemerintahan daerah untuk menciptakan sistem kerja yang 

tertib, terkoordinasi, dan mampu menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas pimpinan daerah. Seiring dengan perkembangan pemerintahan 

daerah dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, Biro 
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Umum dituntut untuk mampu memberikan pelayanan administrasi 

yang cepat, tepat, dan akuntabel. Oleh karena itu, peran Biro Umum 

tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian penting 

dalam mendukung efektivitas kinerja birokrasi pemerintahan. 

 Dalam struktur Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Biro Umum 

memiliki ruang lingkup tugas yang cukup luas, meliputi pelayanan 

ketatausahaan pimpinan, pengelolaan rumah tangga kantor, 

keprotokolan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung 

kegiatan pemerintahan. Tugas-tugas tersebut menuntut adanya 

koordinasi yang baik antarbagian serta komunikasi internal yang 

berjalan secara efektif. Setiap aktivitas kerja yang dilakukan di 

lingkungan Biro Umum harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

dan prosedur yang berlaku, sehingga ketertiban dan kelancaran kerja 

dapat terjaga. 

 Biro Umum juga berfungsi sebagai penghubung antara pimpinan 

daerah dengan perangkat daerah lainnya. Dalam pelaksanaan tugas 

sehari-hari, Biro Umum menjadi perantara dalam penyampaian 

informasi, arahan, maupun disposisi pimpinan kepada unit kerja 

terkait. Kondisi ini menjadikan komunikasi internal sebagai unsur 

yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas ASN di 

lingkungan Biro Umum.  Karakteristik kerja di Biro Umum 

mencerminkan budaya kerja birokrasi yang bersifat hierarkis dan 

formal. Setiap ASN bekerja berdasarkan pembagian tugas yang jelas, 

mengikuti alur komando, serta berpedoman pada standar operasional 

prosedur yang telah ditetapkan. Dalam konteks tersebut, komunikasi 

internal tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, 

tetapi juga sebagai alat koordinasi dan pengendalian kerja. 

 Dengan latar belakang tugas dan fungsi tersebut, Biro Umum 

Kantor Gubernur Provinsi Riau menjadi lingkungan kerja yang 

menuntut kedisiplinan, tanggung jawab, serta kerja sama antar ASN. 

Proses komunikasi internal yang terbangun, baik secara formal 

maupun informal, turut membentuk pola kerja dan budaya organisasi 

yang berpengaruh terhadap kinerja ASN dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya. 

2. Struktur Organisasi Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Riau 

 Struktur organisasi Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Riau 

disusun berdasarkan prinsip hierarki birokrasi yang bertujuan untuk 

memperjelas pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap 
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ASN. Struktur ini dipimpin oleh seorang Kepala Biro Umum yang 

bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan kinerja biro. 

 

 

 
Sumber : (Data Olahan Peneliti, 2026) 

3. Visi dan Misi Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Riau 

a. Visi 

 Terwujudnya pelayanan administrasi umum yang berkualitas untuk 

mendukung kelancaran tugas pokok Sekretariat Daerah Provinsi Riau. 

b. Misi 

1) Mewujudkan pelayanan administrasi umum Sekretariat Daerah 

Provinsi Riau yang cepat, efisien, dan responsif. 

2) Mewujudkan pelayanan administrasi keuangan dan aset 

Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang cepat, tertib, dan 

akuntabel. 

3) Mewujudkan pelayanan administrasi rumah tangga pimpinan 

yang tertib dan cermat. 

C. Sumber Data Penelitian  

Sumber data merupakan hal yang digunakan pada penelitian untuk 

menjelaskan fakta atau tidaknya suatu penelitian tersebut. Pada penelitian 

ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder (Nasution, 2023). 

Berikut penjelasannya:  

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber 

pertama, Sumber data primer adalah responden individu, kelompok 

Tabel 2 Struktur Organisasi Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Riau 
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dan internet. Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung 

dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk 

dimanfaatkan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data 

yang didapat melalui teknik wawancara kepada (informan) penelitian. 

Data primer dalam sebuah penelitian merupakan sumber yang sangat 

penting (Nasution, 2023).  

Maka dari itu data primer dalam penelitian ini akan diperoleh 

dari hasil wawancara dan observasi secara langsung dengan Kepala 

bidang Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Riau dengan perihal 

untuk mengetahui bagaimana komunikasi organisasi internal yang 

terjalin dalam organisasi tersebut, baik dalam penyampaian informasi, 

perintah tugas, arahan, dan lain-lain.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung. data sekunder ini mengharuskan peneliti mencari data 

melalui dokumen. dokumen yang dimaksud bisa berupa sebuah buku, 

jurnal atau dokumen lainnya (Nasution, 2023). 

D. Informan Penelitian  

Pada penelitian kualitatif untuk memperoleh sumber datanya 

dibutuhkan seroang narasumber (manusia) yang dimana memiliki peran 

untuk mendapatkan informasi. Narasumber juga dapat disebut sebagai 

Informan. Informan merupakan subjek penelitian yang memberikan 

informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam 

sebuah penelitian (Nasution, 2023). Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa informan, diantaranya: 

1. Pimpinan / Kepala Biro / Pejabat Struktural 

2. Kepala Sub Bagian / Koordinator / Pejabat Teknis 

3. ASN Staff / Pegawai Pelaksana 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data atau 

objek penelitian. Teknik pengumpulan data digunakan sebagai dasar dalam 

menyusun instrument penelitian yang digunakan untuk memenuhi data-

data penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpuulan data 

yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi.  
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1. Observasi  

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti untuk mengamati suatu peristiwa dengan 

menyaksikan langsung dari lapangan. Menurut Zainal Arifin dalam 

(Nasution, 2023) Observasi merupakan suatu proses yang dilakukan 

dengan pengamatan, dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, 

logis, objective, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena baik 

dalam situasi sebenarnya maupun buatan. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling 

sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara dalam 

penelitian kualitatif berbeda dengan wawancara pada biasanya. 

Wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang 

memiliki tujuan yang memiliki tujuan dan dilampirkan dengan 

beberapa pertanyaan informal. Menurut Esterberg dalam 

(Abdussamad, 2021), wawancara merupakan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam.  

Pada saat wawancara peneliti tidak harus bertatap muka secara 

langsung tetapi melalui media tertentu misalnya melalui telepon, 

teleconverence atau chatting melalui internet. wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti akan berhadapan langsung dengan Kepala 

bidang Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Riau. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

diproses melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi dilakukan untuk 

melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dalam 

penelitian ini penulis melakukan foto dan buku-buku, tentang pendapat 

dan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian (Abdussamad, 

2021).  

F. Validitas Data  

Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti 

sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai 
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dengan yang sebenarnya ada dan terjadi. Validitas data disebut juga 

keabsahan data sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat 

dan dapat dipercaya (Abdussamad, 2021). Dalam mendapatkan tingkat 

kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian, ada beragai cara yang dapat 

dilakukan salah satunya dengan triangulasi, yaitu mengecek data yang 

diperoleh dengan beberapa sumber baik tokoh masyarakat maupun sumber 

tertulis. Triangulasi bertujuan untuk mengecek data kebenaran data 

tertentu dengan membandingakan data yang diperoleh dari sumber lain 

antara hasil dua peneliti atau lebih serta membandingkan dengan 

menggunakan teknik yang berbeda, misalnya observasi, wawancara dan 

dokumen. 

Menurut (Moleong, 2004) Triangulasi adalah teknik pemerikasaan 

keabsahan data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain untuk 

pembanding, yaitu dengan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori 

dalam penelitian secara kualitatif. Artinya teknik triangulasi adalah 

sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi 

kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data tentang berbagai 

kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, degan kata lain bahawa 

peneliti dapat melakukan check dan recheck temunya dengan cara 

membandingkan. 

Dalam penelitian ini untuk mengkaji validitas data penulis akan 

menggunakan triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil data yang 

diperoleh dari narasumber satu kemudian dibandingkan dengan hasil data 

penelitian dari narasumber yang lainnya. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan Menyusun secara 

sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang 

perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. 

Dalam penelitian ini Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis 

kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman 

yang dikutip oleh (Sugiyono, 2010) yaitu:  

1. Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui 

seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi 

yang bermakna, sehingga g lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

dalam mengumpulkan data selanjutnya.  

2. Penyajian data yang sering dipergunakan pada data kualitatif adalah 

bentuk naratif. Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang 
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tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubngan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan menyajikan 

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

sebelumnya.  

3. Penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitati menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan 

merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat 

hasil reduksi dan tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan 

yang akan dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu 

dengan lainnya untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari 

permasalahan (Sugiyono, 2010). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik komunikasi internal 

dalam konteks budaya kerja birokrasi pada ASN di Biro Umum Kantor 

Gubernur Provinsi Riau, dapat disimpulkan bahwa praktik komunikasi 

internal dalam organisasi tersebut berlangsung melalui tiga bentuk utama, 

yaitu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi 

horizontal yang terjadi dalam aktivitas kerja sehari-hari. 

Pertama, komunikasi ke bawah dilakukan oleh pimpinan kepada 

bawahan dalam bentuk penyampaian instruksi kerja, arahan tugas, serta 

penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur pekerjaan. Praktik 

komunikasi ini terlihat ketika Kepala Biro atau kepala bagian memberikan 

penugasan kepada staf melalui rapat kerja, briefing, maupun komunikasi 

langsung terkait pelaksanaan tugas tertentu, misalnya pembagian 

pekerjaan administrasi, pengelolaan fasilitas kantor, maupun pelaksanaan 

kegiatan kedinasan. Dalam praktiknya, pimpinan biasanya menyampaikan 

instruksi secara langsung atau melalui media komunikasi internal seperti 

pesan grup kerja untuk memastikan setiap pegawai memahami tugas yang 

harus dilaksanakan. 

Kedua, komunikasi ke atas terjadi ketika ASN menyampaikan 

laporan pekerjaan, memberikan masukan, serta melaporkan kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan tugas kepada pimpinan. Praktik komunikasi 

ini dilakukan melalui penyampaian laporan hasil kerja, diskusi dalam rapat 

internal, maupun komunikasi langsung antara staf dan atasan. Melalui 

komunikasi ini, pegawai dapat menyampaikan perkembangan pekerjaan, 

meminta arahan tambahan, serta menginformasikan permasalahan yang 

membutuhkan keputusan dari pimpinan. 

Ketiga, komunikasi horizontal berlangsung antarpegawai yang 

memiliki tingkat jabatan yang sama untuk mendukung koordinasi dan 

kerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan. Praktik komunikasi ini terlihat 

ketika pegawai saling bertukar informasi terkait tugas administrasi, 

berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kantor, serta saling membantu 

dalam menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan unit kerja lainnya. 

Komunikasi horizontal ini biasanya terjadi melalui diskusi langsung di 

ruang kerja, koordinasi antar staf, maupun melalui media komunikasi 

internal seperti grup percakapan kerja. 



63 
 

 
 

B. Saran 

  Melihat peran komunikasi internal yang sangat menentukan dalam 

mendukung kinerja ASN di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Riau, 

disarankan agar pimpinan dan jajaran manajemen terus memperkuat 

kualitas komunikasi internal yang berlangsung dalam organisasi. 

Penyampaian arahan kerja perlu dilakukan secara lebih jelas, kontekstual, 

dan mudah dipahami agar dapat diimplementasikan secara efektif oleh 

ASN pelaksana. Selain itu, perlu dibangun iklim komunikasi ke atas yang 

lebih terbuka dan dialogis sehingga ASN memiliki ruang yang aman untuk 

menyampaikan kendala, masukan, serta klarifikasi arahan kerja. Penguatan 

komunikasi horizontal juga perlu difasilitasi secara lebih terstruktur guna 

mendukung koordinasi antar bagian dan memperkuat kerja sama antar 

ASN dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. 

  Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan 

bagi penelitian selanjutnya yang tertarik mengkaji komunikasi internal 

dalam budaya kerja birokrasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk 

memperluas objek dan subjek penelitian, baik pada unit kerja 

pemerintahan yang berbeda maupun pada tingkat organisasi yang lebih 

luas, serta menggunakan pendekatan atau perspektif teori yang beragam. 

Dengan demikian, kajian mengenai komunikasi internal di lingkungan 

birokrasi pemerintahan dapat semakin komprehensif dan memberikan 

kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan praktik komunikasi 

organisasi dan peningkatan kinerja ASN. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Draft Wawancara 

A. Informan Kunci 

     (Pimpinan / Kepala Biro / Pejabat Struktural) 

Pertanyaan Wawancara : 

1. Bagaimana Bapak/Ibu memandang peran komunikasi internal 

dalam membangun dan menjaga budaya kerja di Biro Umum? 

2. Bagaimana pola komunikasi yang selama ini diterapkan antara 

pimpinan dan ASN, baik dalam penyampaian instruksi maupun 

penerimaan umpan balik? 

3. Sejauh mana komunikasi internal dimanfaatkan sebagai sarana 

untuk menanamkan nilai-nilai ASN BerAKHLAK? 

4. Saluran atau media komunikasi apa yang paling sering digunakan 

dalam penyampaian informasi internal biro? 

5. Bagaimana upaya pimpinan memastikan agar kebijakan dan arahan 

dapat dipahami secara merata oleh ASN? 

6. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menciptakan komunikasi 

internal yang efektif di lingkungan birokrasi? 

7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengaruh komunikasi internal 

terhadap peningkatan atau penurunan kinerja ASN? 

8. Apakah terdapat mekanisme evaluasi atau umpan balik untuk 

menilai efektivitas komunikasi internal yang telah berjalan? 

B. Informan Pendukung 

     (Kepala Sub Bagian / Koordinator / Pejabat Teknis) 

1. Bagaimana proses komunikasi internal berlangsung dalam kegiatan 

koordinasi pekerjaan antar bagian? 

2. Apakah arahan dan kebijakan dari pimpinan dapat dipahami dengan 

jelas dan mudah dilaksanakan? 

3. Bagaimana budaya kerja birokrasi tercermin dalam interaksi dan 

pola kerja sehari-hari di unit Anda? 

4. Seberapa besar peran komunikasi horizontal antar ASN dalam 

mendukung penyelesaian pekerjaan? 
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5. Apakah terdapat kendala komunikasi yang berpengaruh terhadap 

kelancaran atau kualitas kinerja? 

6. Bagaimana respons ASN terhadap kebijakan atau arahan yang 

disampaikan oleh pimpinan? 

7. Menurut pandangan Anda, apakah komunikasi internal yang ada 

saat ini telah mendukung kinerja ASN secara optimal? 

C. Informan Pelaksana 

     (ASN Staf / Pegawai Pelaksana) 

Pertanyaan Wawancara : 

1. Bagaimana cara Anda menerima informasi atau arahan kerja dari 

pimpinan? 

2. Apakah komunikasi yang terjalin membantu Anda memahami tugas 

dan tanggung jawab pekerjaan? 

3. Bagaimana pola komunikasi yang terbangun antara sesama ASN 

dalam lingkungan kerja? 

4. Apakah Anda merasa memiliki ruang untuk menyampaikan 

pendapat, saran, atau masukan kepada atasan? 

5. Bagaimana budaya kerja birokrasi memengaruhi semangat kerja 

dan kinerja Anda sehari-hari? 

6. Apakah nilai-nilai ASN BerAKHLAK tercermin dalam komunikasi 

dan interaksi kerja yang Anda alami? 

7. Menurut Anda, aspek apa yang perlu diperbaiki dari komunikasi 

internal di Biro Umum agar kinerja ASN dapat lebih ditingkatkan? 
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Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara dan Obersevasi 

 

Wawancara bersama Bapak Ade Syaputra, S.E., M.Si 

 

Wawancara bersama Ibuk Nong Nurmala Deswi S.E 
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Wawancara bersama Bapak Arius, SE 

 Wawancara bersama Bapak Tengku Wahyu Permata 
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Wawancara bersama Bapak Dodi Rahdiyanto S.IP 

Wawancara bersama Ibuk Novimayanti, SH 
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Observasi untuk melihat langsung bagaimana proses komunikasi internal di 

kantor Biro Umum. 

 

 

 

 


